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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah Indonesia

2.1.1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 23 ayat (1) :

“ Anggaran Pendapatan dan Belmja Negara ditetapkan tiap tahun dengan Undang-undang,
Apabila Dewan Perwakilan Rakyal tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerniah
maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun vang latu”,

ayat (5):

“Untuk memeriksa tanggungjawab tentang Kenangan Negara diadakan suaru Badan Pemeriksa
Kevangan, yang peraturanmya ditetapkan oleh Undang-Un 12. Hasil pemeriksaan im
diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat”, ‘

2.1.2. ICW ( Indoneche Comptabiliteitswet)

dalam pasal (1) :

“ Keuangan Negara Republik Indomesia  diurus dan dipcﬂmx‘_m_ztmgawabkasn mc:nurui
peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Pengertian Keuangan Negara di atas adalah kcuangan ncgara dalam arfi scmpit vaitu
yang berkaitan degnan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) jadi dalam hal ini
tidak berkailan dengan anggaran daerah, angearan perusahasn, dan sejenisnya.

2.1.3. Undang-undang APBN
pasal (7)
“Ketentuan-ketentuan dalam ICW yang bertentangan dengan bentuk susunan dan isi UU-

APBN dinyatakan tidak berlaku lagi™. ~

A
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Mengenai bentuk UU-APBN seperli yang terlibal di bawah ini dan Kasilikasi yang

dianut berbeda dengan ICW yaitu:

ANGGARAN LAMPIRAN URAIAN
Anggaran Pendapatan Rutin I - PeT jenis penerimaan
- masing-masine jenis dibagi lagi per
nomor kode ( mata ancgaran ).

Anggaran Pendapatan - per nomor kode (mala anggaran)
Pembangunan i
Anggaran Belanja Rutin 324 - sektor
- sub scktor
Anggaran Belanja
Pembangunan v a. - Rupiah tanpa nilai rupiah bantuan
proyek/ leknis dan kredil ekspor.

- dibagi dalam sektor dan sub sektor
b. - Nilai rupiah bantuan proyek/teknis
dan bantuan ekspor.
- dibagi persckior.

Adapun mengenai susunan UU-APBN dibedakan menjadi :
Anggaran Pendapat Rutin dibagi menjadi :
a. Per jenis penerimaan
b. Masing-masing jenis penerimaan diperinei permata anggarzn
Angearan Pendapatan Pembangunan dibagi menjadi :
a. Nilai lawan bantuan program
b. Nilai lawan bantuan proyek
Anggaran Belanja Rutin -
a. Sektor
b. Subsektor
2.1.3. KEPRES tentang Pelaksanaan APBN
Unluk keperluan operasional, lerutama uniuk hal-hal vang sering dijurnpai dalam

pelaksanaan APBN maka diterbitkan Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN. Deri
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berbagai macam Kepres yang telah dikeluarkan, yang terakhir adalah Kepres No. 29 tahun
1994, Kepres ini selain mengatur lebih lanjut ketentuan ICW serta peraturan pelaksanaanya.
Yang menarik dalam Kcpres ini adalah -
a. Tahun anggaran beriaku dari tanggal 1 April sampai tanggal 31 Maret tahun berikutnya
b. Anggaran Pendapaian dan Belanja Negara dalam suaty ahun anggaran mencakup semua
penerimaan dan pengeluaran yang selama tahun anggaran:
1. dimasukan dalam dan atau dikcluarkan dari kas ncgara
2. diperhitungkan pada rekening-rekening tertentu yang ditetapkan oleh menkeu.

3. diterima dan dikeluarkan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

2.2. Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah Indonesia
Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah adalah suam hal yang esensi untuk digunakan
dalam menganalisa operasi keuangan vang benar serta uniuk mempersiapkan dan menyajikan
laporan lahunim yang diperlukan.
Adapun Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintah yang sesuai dengan National Committe on
Goverment Accounting (NCGA) adalah scbagai berikut :
1. Kepatuhan Hukum dan Operasi Keuangan ( Legal Compliance and Financial Operation )
Sistemn Akuntansi Pemerintah harus dapal memungkinkan :
a. memperiihatkan seluroh penerapan peraturan hukum yang berhubungan dengan iny;
b. menentukan kewajaran dan pengungkapan vang cukup tentang posisi kcuangsn dan hasil
operasi keungan dari unit pemerintah,
2. Pertentangan Antara Prinsip Akuntan dan Ketentuan Hukum.
Jika terdapat pertentangan antara ketentuan hukum dengan prinsip yang dapat
diterapkan pada unit pemerintah, maka yang diutamakan adalah ketentuan hukum yang

berlaku. Walaupun demikian sedapat mungkin sistem akuntansi pemerintah  harus
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memungkinkan mengungkapkan sepaluinya dan hasil operasi sesuai dengan prinsip akuntansi
yang dapat diterima umum dan dapat diterapkan kepada suatu unit pemerintah.
3. Anggaran dan Akuntansi Anggaran

Suatu anggaran tahunan hendaklah digunakan oleh setiap unit pemerintah, apakah
dikehendald oleh hukum  atay Gdak, dan sisiem alamiansi harus menyelengearalem
pengontrolan atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
4, Akuntansi Fund

Sitem Akuntansi Pemerintah direncanakan, diorganisasikan, dan dioperasikan atas dasar
fund. Suaim fund didefinisikan sebagai suam kesatuan keuangan dan akuntansi yang berdiri
sendiri unfuk mencatat kas atau sumber dana lainnya, yang selurubnya dihubungkan dengan
hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan equities yang dipisahkan unmk
menyelengearakan kegiatan-kegiatan khusus atau untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan
pcrundm@-mdangm khusus, restniksi-resinksi atau limilasi-limilasi. *

Adapun jenis-jenis tund yang diakui dan digunakan dalam akuntansi pemerintah yaitu :
Genceral Fund

Mempertanggungjawabkan  semua  transaksi-transaksi  keuangan yang  tidak
dipertanggung jawabkim oleh (und lanmya.
Special Revenue Fund

Fund untuk mcmpcﬂaﬁgglmgjawabkan hasil dari hasil sumber pendapatan  khusus
( selam special assesment fund) atau untuk membiayai kegiatan yang memerfukan undang-
undang khusus.
Debt Service Fund.

Fund untik mempertanggung jawabkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atas
pinjaman jangka panjang ( long term debt ) selam special assesment dan Revenue Bonds.

Capilal Project Fund
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Fund uniuk memperlanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran wang yang
digunakan untuk memperoleh fasilitas modal selain yang dibiayai oleh special assesment dan
caterprisc fund.
Enterprise Fund

Fund unluk memperianggungjawabkan jasa yang diberikan kepada masyarakal umum
dimana semua atau scbagian besar biaya dibebankan kepada pemakai jasa tersebut.
Trust and Agency Fund

Fund untuk mempertanggungjawabkan harta yang dikuasai oleh unit-unit pemerintah
saebagai badan kepercayaan atau agen percrangan, organisasi swasta dan vnit-unit lainmya, -
Intergovermental Service Funds

Funds untuk mempertanggungjawabkan pembiayaan kegiatan-kegiatan khusus dan jasa
yang dilakukan oleh unit organisasi pemerintah untuk bagian dari organisasi pemerintah lain
dalam Jumdikm pemermiah yang sama,
Special Assesment Fund

Fund untuk mcmpcrtangoungjawabkan vang yang dipergunakan untuk membangun
atau memperbaiki fasilitas umum yang khususnya memberikan manfaat bagi mereka yang 7
dikenakan pungulan lersebul.
5. Basis akuntansi

Basis akuntansi accrual dirckomendasikan untuk Enterprisc, Trust, Capital Project,
Special Assesment dan Intra Govermental Service Fund. Basis Accrual vang dimodifikasikan,
direkomendasikan untuk General Special Revenue, dan Debt Service Fund. Modifikasi basis
aluntansi Accrual didefinisikan sebagai metode akuntanm dimana pengemaran selain dari pada
saat utang terjadi, dan pendapatan ketika diterima secara kas kecuali untuk matedal atau
pendapatan ditangguhkan untuk mencerminkan secara tepat pungutan pajak dan pendapatan

i
yang diperoleh.
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6. Klasifikasi perkiraan ( Classification of Account )

Penghasilan-penghasilan pemerintah akan diklasifikasikan berdasarkan sumber (fund)
dan dana (sourcc). Pengeluaran-pengcluaran akan dikiasifikasikan menurut fund, fungsi, unit
orgamisasi, aktivitas, character dan golongan pokok dari objek sesuai dengan standar kiasifikasi
yang diakui.

7. Terminologi Umum Klasifikasi

Suaty terminologi yang umum dan klasifikasi harus dipergunakan sccara konsisten pada
seluruh anggaran, perkiraan-perkiraan dalam laporan keuangan.
8. Laporan Keuangan

Laporan Kenangan dan laporan lainmya yang menampakan kondisi sekarang dari
perkiraan anggaran dan pemilikan dipersiapkan secara periodik untuk mengendalikan operasi-
operasi keuangan. Pada tiap-tiap akhir tahun fiskal , laporan keuangan tahunan yang
komprehensil’ meliputi seluruh fund dan operasi keuangan unil pemeniniah disiapkan dan
dipublikasikan.

Sccara umum laporan keuangan unit pemerintah mencakup penyajian dua macam data
1. Laporan tahunan dan daftar-dafiar

Secara langsung diperdispkan dan semata-maia dad perkiraan-perkiraan dan meliputi
suatu periode kurang dard satu tahun sampai dua tahun pajak lamanya,

2. Tabcl-tabel statistik

Menyajikan data keuangan untuk periods yang lebih lama sampai dengzn sepuluh tahun
; yang terdiri dad data keseluruhan atau sebagian, yang tidak tercatat dalam akuntansi.

Laporan keungan ini sebagian besar dibuat di Pusat Pengolahan Data dan Intormasi

Anggaran berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
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2.3. Sistem Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah
13.1. S1alem

Jika kita perhatikan dengan seksama, diri kita terdiri dari berbagai sistem untuk
mengantar kita kopada tujuan hidup. Sudah banyak ahli yang berhasil mengungkapkan
berbagai sistem yang bekerja dalam diri kita ( misalnya sistem kekebalan tubuh untuk
menghadapi penyakil cacar dan diphleri), namun masih banyak pula Bcrbagai sisfern yang
belum dapat diungkapkan dengan tchnologi yang sekarang telah dimiliki oleh manusia (
misaloya sistern kekebalan untuk menghadapi penyakit ATDS ) . Sctiap sistem merupakan
bagian dari sistem lain yang lebih besar dan terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil, yang
disebut sebagai subsistemn.

Pendekatan sistem memberikan banyak manfaat dalam memehami lingkungan kita.
Pendekatan sistem berusaha menjelaskan sesuam dipandang  dari sudwt pandangan sistem,
vang berusaha menemukan strukiur elemen yang membentuk sistem tersebut dan
mengidentifikasi proses pekerjaan Hap clemen yang membeniuk sistem lersebul. Dengan
memehami struktur sistem dan proses sistem, sescorang akan dapat menjelaskan mengapa
tujuan suatu sistem tidak tcrcapai.

Dari uraian terscbut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem adaiah sekelompok
clemen yang eral berhubungzm saly dengan yang lainnya, berflungsi bersama-sama uniuk
mencapai tujuan. Maka dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem scbagai
berikut :

1. Setiap sistem terdiri dari elemen-elemen ;
2. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian terpadu dari sistem yang bersangkutan;

3. Elemen sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistemn ;

~

o

4. Suat sistem merupakan bagian dar sistem yang lain vang lebih besar;
Dari uraian pengertian sistem secara umum tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa

sesiern dibual uniuk menangani sesualu yang berulang kali atau secara ruiin lerjadi seperti
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halnya proses Akunlansi Pemerinlah yang dilakukan oleh Pusat Pengolahan Data dan Informasi
Anggaran Bandung. .
2.3.2. Sistern Akuntansi

Setelah diuratkan secara jelas méngenai sistem secara umum, maka dapatlah diambil
sualu pengeriian tenlang sistem akuntmsi, yailu organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa uniuk menysdiakan informasi yang dibutuhkan oleh
mencjemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Maka definisi clomen suatu sistcm
akuntansi pokok adalah
2. Formulir ;

Formulir merupakan dokumen pertama untuk merekam transaksi, contoh : fakiur
penjualan, dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dari Kantor Perbendaharaan dan Kas
Negara ( KPKN ).

b. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat,
mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangn lainnya.
¢. Buku Besar

Buku besar (general ledger) ferdid dar rekcrﬁng—rckétxing yang digunakan uniuk
meringkas data keuangan yang telah dicatat scbelumnya dalam Jjurnal. Rekening-rekening :
dalam buku besar ini discdiakan scsuai dengan clemen-clomen informasi vang akan disajikan ;
dalam laporan keuangan.

d. Buku Pembantu :

Jika data kenangan yang digolongkm dalam bukn besar di perfukan rinciannya lebih
. lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary ledger). Buku pembantu ini terdiri dari
rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yanga tercantum dalam rekening
piulang dagang yang lercanium dalam neraca merasa perlu dirinei lebih lanjul menurul nama

debitur sejumiah debitur tersebut.
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¢. Laporan
Hasil akhir proses akuniansi adalah laborun yang dapal berupa ncfaca, laporan rug
laba, laporan perubahan mﬂdai_. laporan hérga pokok produksi, laporan biaya pemasaran dan

laporan harga pokok punjlmlan

223, Sistm Akr..m..mn P"x"ennm
Setelah diuraﬂ:an secara jelas tcntang.;iengmﬁm sistem dan sistemn akuntansi secara
vmum, maka dapat digunakan. éebsghi (L'Lé;;r acuan untk mcnjc:l&sk;m mengenai Sistem
Al e e :\Lﬁnm;i Permierinehiiadatah bidengs aks s vang berkaitan
: 'déngan lémbaga pémcdnwh dan lembaga-lembaga yang berlyjuan fidak uniuk mencara Lzba. '
maka sistem. akuntansi pcmy.;,rintah itu sendiri’ terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sama untuk
" kcsatnan pcmcm d:m diatur oich lembaga legeslanif cksckutif, scrta vuulsml scbagai alat
'Apemcnntah yang secara huxu’n mengurus dan me'wcmakm jasa-jasa umum terientu kepada
warga negaramya. Dad defimisi di atas dapal dizmbif suaty kesimpulan bahwa akuniansi
pemeriniah adalah bidang akuntansi mikro yang ﬁmg'sinyﬁ kl.iusus ﬁlcn}’ajikmz informasi

keuangan bagi Icbaga pemerintah. -
7 Disampin_. ifat lembu pemcmqul. tnr@..r dua fakto lain vang mcrrpmgarul‘n
befxtuk akuntansi pcme'mmh Y..m. |
a. Sistem Pemerimah

‘Smtem pemenntah suat negara sangat besar pengnmhnva terhadap benmk aiummns;
pemerintah negara vang bersanckutan. Sebagmmma dikcmhul, bentuk akuntansi
pemerintah berbeda dar suatu negara ke negara lainnya. Dan ini sangal erat kailannya

dengan sistem pemurmtah negara van.o_: beraangl\utan.



: b: Mekanisme Pengurusan Keuangan Ncg.lm dan Sistern Anggaran Negara:
Kalau tadi telah dikcmukal-'an bahwa .almntansi pemerintah adalah akuntansi nﬂ:m vang
berfungsi menyajikan informasi muﬁ*ﬂam yang bersitat k\.u:m:,..n bagi L:nbaga
pemerintah maka bila d¢*°’uém1 lebzh jah‘i. akuntansi pe'nc“zr‘"‘h sebenamya adalah
penerapan 3!~:u.nm£ir alam pengelclm keuangan. negara, khususnya pada saat’
pelaksanaan anggaran negara. Di katakan demikian, karena fungsi akuntansi pemerintah
pada dasarnya adalah untuk mei;catzxt, meringkas dan melaporkan se1ta mmggoionghqn '
pelaksanaan aﬁggaran negaara. Karena itulah akuntansi pemerintah kadang—kadéng
2 disc:bul pula sebagai akuniansi anugaran s;ssuai apa vang dilakukan oleh PPDIA

Bandung,

Dcngan cratnya kaitan antara akuntzﬁsi pemerintah dcng,:m pclaksanéan an&mrﬁn
negara, maka prakis penyeieng_garm :ummama pemenntan ‘ tidak bisa aiprsamcm dan -
mekamsme pengurusan xﬂu.mg;m m:g;zm, dalam h.zl mi Direkiorat Jenderal Angearon c.q.
Pusai Pengolahan Dam dan Infermal Anggaranlah yang melamu.an pcngnmaan sckaligus
pembukuan keuangan ncgara lowat doimmcn—-_dokumch angearan v'mg dlLﬂ"u'rmun dari kantor-
- kantor daerah &iseiumh Indonesia.

2-! Sistem Akuntnnﬁ P_emerintah Indionesia
2:.4.1. Perb_rdum ﬂ.kt.n*'"m Pemrintah dengan Akuntansi T{cmc.ml

" Apabila dilihat sc_:c-am mcnyr_:luruh antara aklmtansi pemerintah dm akuntansi
komersial, maka perbedaan niama ndslaﬁ dalam hal tujuannya. Dalam perusahaan (komersial)
" pada umumnya perhatian drganisasi terutama ditujukan ﬁnmk menghasilkan keunrqunn (laba)
bagl pemiliknya. scbuﬁkny# pda pémcxinla-Lh pcxhaudn icruLuma dmmhlsan padz; bcmbcri;m Jjasa |

pada masyarakat tanpa didasarkan pada keuntungan.
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" Tanpa adanya dasar untuk mencari suatu keuntungan dari kegiatan per"ermtuh maka
akan tercermin pada akuniansi pemeriniah .anmx lain :
- tidak ada akuntansi defernsiasi atas barang mitik negara vang digunakan ;
- fidak perlu adanva pcnﬂ;‘ian kerabali atas nilai aktivﬁ ictap 'Q‘miaupm; nilai peroichan vang

pertama telah jauh berbeda dengan likuidasinya.

1,

- tidak dijumpai adanya cadangan giumng berhubung tidak dapat ditagih suatu piutang 1000,
Selain tiadanva moh..i kenntunean pada pemerintah, juga terdapat hal-hal vang tidak
terdapat pada perusahaan { komersial ) pada umumnya vait

- pensrimaan angerrm diperoleh pemetiatah terstama dari pad wajib pajak vang tdak
mengharapkan balas _]d.&’l secara mp?uﬁiumzi lerhadap jumiah pcmbaynram’pcn_veléran vang
telahmerekg penuhi;

- harta’kckayaan milik ncgara pada dasarnya adaish milik rakyat, tctapi rakyat scbagai pemilik
tidak dapat menjual dan sebagamya sacperti hainya pagia perusahaan dimma pemegang
sahamnya dapai mcnju.zi sahammya pada orang lain; :

-.écmﬂcian rakyat sebagai pemilik tidak dapat ﬁlengharafzkan adanya sisa kKekayaan yang dapat
dipcrolch berhubung adanya likuidasi ‘sw%ru pcmcrinmh;.

- khﬁsusn}'a ak.mtzmsa pemermiah Indbncsia pencatatan tidak chasm‘Lm atas double entry
( pcmﬁulman berpasangan) melainkan single entry ( p-:mbukuaﬁ tungeal ).

.2.4.2. Ciri~ciri sistemn baru Akuntansi Pemerintah Indonesin |
_ 2.4.2. 'l.. Sistem Lama Akuntansi Pemeﬁnmh Indonesia
Akuntansi Pemerintah Indonesia saat ini terdiri dari tiga jenis akuntansi vans masing-
masing xﬁcrupaixun suatu kesatuan ukmﬂaﬁsi sendiri-sendin, dengan informast vang dihasifkan
berbeda satu sama dengan y.ang léinny'a. lxeug,a aloantansi tersebut adalah ;
1. Akuntansi Anggaran

hasil akhir dant akuntansi ini adalah Sumbangan Perhitungan Anggaran.



16
2. Akuntansi Infentaris
‘ hasil akhir ukun—umsi ini ialah nilai masing-masing kelompok inventars milik pemeriniah
vang terdapat pada ﬁla;smg-mésing departemen dan ien_'nbaga non d’epartemcﬁ.-
3'.‘ Akuntansi Kas
hasil akhir akuntansi ini adalah posisi kas perﬁerlntsh pada suatu pcﬁc}de.

jenis aluntansi tersebut diharapkan akan mampu mcmenuhi tujuan akuntansi

[
¥
(1]

e
$a

e

_ pemerintah vang berupa tujuan s uah5 1 Imf:nrjmcn dan mjuan alﬂ.mtabitas ( pertang,gu:w
jawnba_n peﬁg‘tmman keuangan ncgnfa ). Dari kcdlm m_]uan tcrsebut, nampak yang mcndapat_
ncrtahanan utama adalah fujuan almnmbmtas sebagaimana dapar kita hhat daiam UUD 1945
pasal 23 aval (5) dan lebih chdukum lagi dcnt_f.dn keit:ntudn dalam Indonesische

: Comtabiliteitswet (ICW) Staatblad 1925 No, 448 yang dltarjémahkan sébagai Undang-Undang
P;crbcndaharm- Indoncsia. Salat satu pas;al dalam ICW yang .bcrl.mbungm. dcngan
permrm'ung;a'vwan pengurusan keu:mo"' an negara vakni pe.ai 69 v:mg berbunyi.”™ Pemerintah
mempual sualu pcrhiiuxigag Jng,c,sr.m _dcngan menycbui langgui p’cnulupannya’. Perhitungan
Anggaran .iersebut dikenal dengan PAN (' Perhitungan Anggaran Nﬁg;ara) yang bernsikan

i ok i
informasi jumlah kre ut anggaran dengan r\,ams.. sinya sclama satu tahun, data-data rcalisasi

: anggm:m tersebut diperoleh dari hasil Thgolahan data keuangan pada PPDIA .

Ternyata dar ketiea jenis akuntansi terscbu belum mampt memenuhi fjuan akuntansi

: pemeriniah baik a;'umabﬂiw.s maupun menejcrm!. AKuntansi A.nggaran nﬁsalnva, produk akhir
ahinmmi almmméi anocrar;in 3d§lah laporan l\emncran vang mcmajlkan _jumlnh angaaran,

' realisasinya, perbedaan ~diantara keduanva dan pancLaszm scnab-scbab pcrbedaan tersebut
dalam satu lahun anggur‘m uniu}\ lap baglan anggaran, loran ind dﬂnku.k:m pada bidang

‘ i{ekonsiliasi PPDIA. dan laporan tersebut befupé' Sumbangan Perhitungan Anggaran { SPA ),

atas dasar SPA ini tap dcpartemen dan Icinb:iga non depertemen  (bagian  anggaran),

pemerintah melaiui Departemen Keuangan kﬁuSusnyé Departemen Keuangan, Direktorat

Jenderal Angearan menyusun PAN, scbﬁgui pelaksanaan dan pasal 23 ayal (5) UUD 1945.



2.4.2.2 Sistem Baru Akuntansi Pemerintah Indonesia
Bukan hanya mcngg:mh penggunaan s:.sl.tm Laia buku lunggal kc l...!Ll buku
berpaaancran. tctapi terdapat ciri-ciri lain yang membedakan dan pcrbaikan dari sistcm yang
dipakai sckarang vaitu scbag'z'ii bcriku. :
1. Sistem terpadu dan m mudahkan untek rekonsiliasi antar unit dan juga mudah menchisur
kembali jika diaudit nantinya,
2. Alontansi anggaran dan akuma_rﬁ'i dana yang digunakan adalah single firnd sistern.
3. Menganut sistem tata buku bezpamnéan._
4.- Menerapkan asas kas untuk pendai:iat:_m dan belanja negara.
. 5. Ada siandar dan prinsisp akuniansi
6; Adanya perkiraan s.tandar vang ’se‘ragam. antara perkiraan pembukuan dan kode pada
- anggaran harus; scragam. |
7. Desentralisasi pei.aksanaan akuntansi, tidak "Fer_pusat- pada birr.) h:uang:m bagian anggaran
saja. e
Hal-hal tersebut diatas dlma:.au" dkan agar &MM1 pt“mcnntah tidak hanya uniug
tujuan momenuhi pcﬁanglmg}'awaban (accqum‘m ility) sczﬁa:-ﬁ-rnam_ tc:api juga untuk
menyediakan infoxmasi keuangan wang dibutuhkan unmk tuju..n-tugmu pcmc"““
ncinlmq dan pﬂnaerdaLan (tujuan menejerial) pada b-erb..*..x tm__‘.-.:!t ppmcﬂn"h.

Qlch kerena im dalam memenuhi tujuan a_kun!abilims 'dan mjuan mcncjerial, maka

© . sistem aktuntansi pemerintah dibagi dua sistem utama yang mcmpmvm hubungan minrmm

timbal balik vaitu : Sistem Akuntansi Pusat ( Sentral Accounrm_ Svstcmf CAO ) vang
diselenggarakan olch Dcpam:mcn Keuangan. Sisiem Akuniansi lnslansi ( Agency Accounting

System) yang diselenggarakan oleh Departemen/lembaga.

ad. 1. Sistem Akuntansi Pusat ( Sentral Accounting System ).
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Sistern ini menganut dana tunggal dan memilild tiga subsistem yaitu :

5. Akunlanst Uit ( General Accuﬁnling ) yang akan menyelengearakan pencaialan atag

APBN , Allotment (pembcﬂan) kcpada bagizm anggaran, realisasinya baik secara total
Maupun peroagian anggaran soria &s\,t-msct lancar dan tetap berikut kewajiban lancarnya

vang ada dalam pengelolaan bagian anggaran.

- Akuntansi Kos Umum Negara { Central State Tersury Accounting) vane akan mencatat

transaksi~transaksi kas sehubungan dmgm neklkcln:u.n APBN maupun no Angearan serta
aset dan kewajiban yang timbul dar transaksi rersebm"saldo ka.wbank r_iarirscmua kas
negara dan rekening bank pemerintah kecuali saldorkas bank dan bendamrawan penerima
dan pembayar transfer-transfer  kas antar lms-lus nogara danmhxu rt:kemnu bank
pemenntah pusat, wesel—wesel pemenm‘ah serta pinjaman danApcnanaman sementara. ‘
Akunranm Bagiah An::,aran XVI 'leIl:, akan mcr@'clunmurai\.m pcn..atatan bagian angg,aran
i atas ailotments anggaran, reahsasmya, kas dan bank yzmg bemda pada bendaharawan
bendaharawan pC"lbdy.'ll' dun p*'ncnm.i dan .11&:. aselkes »mjman lancar fannya, aset teiap
dan aaét lainnya d‘u‘.m pr.ng,r“*mlaan prﬁyek dan satuan kerja yang dibiayai bagian ‘mmaran
zm, penanaman permancn pcmainmh pusat scria pinjaﬁmn jiingka panjang pemcrintah

| pusat. . -

Dengcan ketica akuntansi ters ebut sxste*n ini diharpakan akan menchasilkan informasi

akuntansi dan j:el‘aporan keuangan mengenai realisasi APBN atau dikenal saat i ‘dﬂgan

. Perhitungan Anggaran Negara ( PAN ), neraca pemerintah pusat, posisi kenangan perbagian

5

anggaran, pengluaran pcmcrmtah i:msat menurut sifat pengeluaran serta laporan-laporan lain
“sesual dmm kcbuiuhsm Disamping itu dt:le sistemn ini chhampkan pcmanhman secara -
menyeluruh terhadap pelalxsanaan APBN dan H‘ansaLSL-h'ﬂﬂbaLal pemerintah, pengex,ekan atas
kebenaran dan kelengkapan pencatatan dan iappran kcuangan yang disclcnggarakan bagian
anggaran, audit oleh pengawasan dangan efesien 'dan efektif memungkinkan untuk

dil.ll :“-Il‘l'li an
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ad.2. Sistem Akuntansi Instansi

Sistcm ini merupakan ss.stem. akuitansi dan pdapomn Xeuangan mengenai pelauaman
APBN yang dialokasikan dan diotorisasikan kepada dcpaﬁémcwlmbaga (bagian anggaran)
dan terdini dari empat subsistern yakni
- Subsistem Akuntansi Setingho Dep:v.rt;meniemb@ (Agency level)

- Subsistern Akuntansi tingkat eselon L
- s{xhsmrf:m Akuntansi ﬁncﬂmt kantor ml'zvah Dcpartemen lemh:w;-l
- Subsistem Akuntansi tingkat proyck;

Sistem xm d.ih'grnpkun mung_hasilhan informasi akuniansi, dan pelaporan keuangan
pembangunan meﬁgenai realisasi dan ot-orisas-i kredit anggaran atau yang lebih dikehal saat im
A dengan scbutan Sumba@m Perhitungan Anggaran ( SPA ), ncraca, dan laporan kcuanean lain
sesuai dengan keburuhan. Scb agaimana hainya dengan sistem akuntansi pusat, pada sistem ini
pemaniavan, pengecekan dan audii dihurapkuz; dapat difaksznakan, Jika sisiem akuntansi pusal
‘memiliki tiga subsistem, sisiem ini memilili subsistem lebih Eaﬁyak, seperti_ vang telah
dischuikan di atas.

itingkat departemen/lembaga, subsistém mi -akan menyajikan laporan keuangan
kensclidasi untuk c‘.epartmcnflcmbd secara menvelurth ‘éraﬂﬂrku‘ laporan }.euén“*q yang
“dihasilkan dengan subsistern tingkat eselon L Dimwgka.t csclt:;n_ 1 al-.an diselcnggarﬂ_tm
penc#mran dan ﬁelapomn atas transaksi-transaksi keu.—mg,;m dari ‘knnmr-kanror vang herada di
bawah eseion I vang bersangkutan dengan hasil berupa lapora_n' konsolidasi untuk eselon I
sccara menyeluruh. Sementara ilu ditingkat kantor akan diselenggarakan pencataian (ransaksi-
transaksi kuangan dari kantor departemen/lembaga diwilay.a.lv"propinsi vang akan menghasilkan
laporan kcuangan konsclidasi. dari kantor dan prq}'ck dari csclon I vang bersangkutan di
daerab/dipropinsi. Dipihak lain ditingkat proyek akan diselensgarakan pencatatan dan

pelaporan hewangan atas ransaks keuangan di masing-masing proyek di bawah eseion L
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Dengan demikian laporan keuangan depertemendembaga disusun dengan cara
mengkensolidasikan L'zpuran-hipd;':m melalui tshap-lahap  konirak/proyek-wilayah/propinsi-

. eselon satu depertemen pusat.



